WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Mengingat

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pzraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Per dapatan
Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Psdoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapataa Dan
Belanja Daerah;

bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/Sc tentang
Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016;

bahwa dengan memperhatikan Peratura Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Takun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan
perubahan-perubahannya;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b
dan huruf ¢, maka perlu ditetapkan Feraturan
Walikota tentang Tata Cara Pemberan dan
Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taluan 1999




Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Rzpudlik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telal. diuoah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahaa Ketiga
atas Undang-undang Nomor 53 Tahua 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokaa Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Jndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-ntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahur. 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalamr Negeri
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahar. Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Per gelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara <Iepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3z Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahua 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor .3 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Batam Nomor 100);



Menetankan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya discbut
Pemerintah adalah Presiden Republik Iadonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimakstd delam
Undang-Undang Dasar Negara Republik 1adonesia
Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga
pemerintah non kementerian.

Pemerintah Daerah adalah Pemerinteh Kota
Batam.

Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah
Daerah di dalam Negara Kesatuan <epublik
Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri <epublik
Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan &epublik
Indonesia.

Walikota adalah Walikota Batam.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam,

Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat
Daerah Kota Batam.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pz:rangkat
Daerah di ingkungan Pemerintah Kota Batem yang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batarn Nomor
10 Tahun 2016 terminologinya diganti dengan
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah vyang
selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala
Organisasi Perangkat Daerah di linzkungan
Pemerintah Kota Batam selaku pengguna
anggaran/barang.

Instansi Vertikal adalah Satuan/Uni: Kerja
Pemerintah Pusat yang berkedudukan d. daerah
atau yang wilayah administratifnya beradz. dalam
wilayah Kota Batam.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, yang ditetapkan cengan
Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Xepala
Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana
kerja dan anggaran bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang
dibentuk dengan Keputusan Walikota dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mem>unyal
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD
yang selanjutnya disingkat DPA&-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap OPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya d singkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijjakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagal acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa
dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintaa Pusat
atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan, Usaha Milik Daerah, Badan,
Lembaga dan Organisasi Kemasvarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukkannya, bersifet tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus vyang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Dazrah.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah antara Pemerintah Daeral dengan
penerima hibah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada
individu, keluarga, kelompok can/atau
masyarakat vyang sifatnya tidak secarz terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Penerima hibah adalah  Pemerintah can/atau
setiap Pemerintah Daerah lainnya, Percsahaan
Daerah, masyarakat dan/atau organisasi
kemasyarakatan, yang dianggarkan didalara APBD
untuk menerima hibah dari Pemerintah Deerah,

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiva yang
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, leluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagal dampak
krisis sosial, Kkrisis ekonomi, Kkrisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kordisi
wajar.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya
disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan  kesamaan  aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, Kkegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan cemi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan <epublik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Masyarakal adalah kelompok orang yang dengan
kesadaran dan keinginan sendiri bergaburz untuk
menjalankan sebuah kegiatan bersamea dalam
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan,
keagamaan, kesenian, adat istiada:. dan
keolahragaan non profesional.

Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda P:nduduk
(KTP) Kota Batam.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41].

Lembaga Swadaya Masyarakat yang selenjutaya
disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah
yvang didirikan oleh  perorangan alaupun
sekelompok  orang secara  sukarela  yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum
tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan
dari kegiatannya.

Hari adalah hari kalender.

Yayasan adalah badan hukum yang terciri ztas
kekayaan vang dipisahkan dan diperuntukkan
dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota.

Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun
khusus untuk melaksanakan Kegiatan
ibadah/ritual keagamaan.

Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat
menampung, mengastih, memelihara dan mzmkina
anak-anak yatim dan atau piatu.

Dana Aokasi Khusus Non Fisik Bantuan
Operasional Penyelenggaran Pendidikan Ar ak Usia
Dini yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik BOP
PAUD adalah dana yang dialokasikan dalan APBN
kepada Daerah untuk membantu peryediaan
pendanaan bilaya operasional non personelia bagi
Satuan  Pendidikan yang menyelenggarakan
program pendidikan anak usia dini.

Satuan PAUD adaiah Taman Kanak-Karak,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Arak dan
Satuan PAUD Sejenis.

Satuan Pendidikan Non Formal adalah Satuan
Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan
program pendidikan Anak Usia Dini.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam, yang
merupakan Bank yang diserahi wewenzng dan
tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan Uang
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
adalah aparat pengawasan yang bertugas pada
Inspektorat Daerah Kota Batam.

Daftar Hitam Penerima Hibah atau Bantuesn sosial
adalah daftar yang diterbitkan oleh Inspektorat,
yang berisikan nama-nama penerima hibah atau
bantuan sosial yang tidak menyampaikan .aporan
pertanggungjawaban atau yang menyalahginakan
hibah atau bantuan sosial.



BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota 1in1 ineliputi
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta mordtoring
dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang
pendanaannya bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah dapat berupa uang atau barang.

(2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau bareng.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1} Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah
sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksuc pada
ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah DJaerah
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarake1.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksuc pada
ayat {1) memenuhi kriteria :

a. peruntukannya secara spesifik telah
ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidek terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perindang-
undangan;

c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dar.

d. tidak boleh ditujukan atau digunakan untuk
membiayai biaya rutin atau biaya operasional
kecuali ditentukan lain atau dimungkinkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah diberikan secara tidak mengikat dan tidak
secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diartikan bahwa pemberien hibah
tersebut ada batas akhirnya terganturg pada
kemampuan keuangan daerah dan kebjutuhan
atas kegiatan tersebut dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali
diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerzh lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha
Milik Daerah, dar:/atau,;

d. Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/ embaga
pemerintah non kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daeral. lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 uruf b
diberikan kepada daerah otonom bara hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diraaksud
dalam Pasal 5 hurut c diberikan dalam rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintal. daerah
dari Pemerintah sesual dengan  kétentuan
peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Badan, Lembaga yang bsrbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud da.am
Pasal S5 huruf d diberikan kepada Bacan dan
Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk bherdasarkan peraturan perandang-
undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
berupa  kelompok  masyarakat/kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerinteh pusat
dan/atau pemerintah daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pinpiaan
instansi vertikal atau kepala satuen kerja
perangkat daerah terkait sesual dengan
kewenangannya,

d. tidak bersifat secara terus TIENETUS
setiap tahun kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundcang-undangan.



(5)

(1)

(2)

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebe gaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah o-zanisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbsdan
hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kztentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan setzlah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. memiliki surat keterangan domisili diari lurah
setempat;

c. berkedudukan dalam wilayah adrninstrasi
Kota Batam;

d. memiliki sekretariat tetap;

e. tidak masuk dalam Daftar Hitam Penerima
Hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (9)
diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. telah terdaftar pada kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia paling singkat 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah adnunistrasi
Kota Batam;

c. memiliki sekretariat tetap;

tidak masuk dalam Daftar Hitam P’znerima
Hibah.

Pasal 8

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat
dilakukan apabila barang tersebut :

a. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari
awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan;

b. berupa selain tanah dan/atau bangunan
diserahkan oleh Kepala OPD kepada lelompok
masyarakat bantuan sesuai dengan juklak dan
juknis pelaksanaan kegiatan dan ou:put dari
kegiatan yang merupakan kinerja OPD; ata.

c. berupa selain tarah dan/atau bangunan vang
dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan.



(2)

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. memiliki surat keterangan terdaftar cari OPD
terkait sebagai kelompok binaan Pemerintah
Daerah;

b. berkedudukan calam wilayah adninistrasi
Kota Batam;

c. memiliki sekretariat tetap;

tidak masuk da:am Daftar Hitam ’2nerima
Hibah.

Pasal 9

Pelaksanaan program/kegiatan yang dibantu dengan
dana hibah harus diselesaikan dalam tahun anggaran.

(1)

(4)

Bagian kedua
Penganggaran

Pasal 10

Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, Badan, Lembaga dan O -zanisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Iadonesia
dapat menyampaikarn usulan hibah secara terrulis
kepada Walikota.

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan usulan hibah dalam bentuk uang
yang disampaikan kepada Walikota melalu Bagian
Umum Sekretariat Daerah dalam rangkap 2 (dua)
untuk dilakukan pemeriksaan  kelengkepan
persyaratan administrasi pengajuan hibah.

Apabila hasil pemeriksaan kelengkepan
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dinyatakan tidak lengkap, Bagian
Umum  Sekretariat  Daerah mengeinbalikan
proposal dengan surat tertulis paling lambat 7
(twyuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
proposal.

Walikota mendisposisi usulan hibah sebegaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait untuk
dilakukan pemerikssan kelengkapan persyaratan
administrasi, kelayakan dan besaran bantuan
pemberian hibah.

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun dalam bentuk Proposal dengan
sekurang-kurangnya memuat :

a. latar belakang;

b. maksud,

c. tuyjuan;

d. hasil yang diharapkan;

e. rencana penggur.aan dana hibah; dan



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

f. waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan
data pendukung lainnya.

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pezda ayat
(1) dalam bentuk barang disampatkan ke WNalikota
melalui OPD terkait.

Usulan hibah dalam bentuk barang sebazaimana
dimaksud pada ayat {6) disusun dalam bentuk
Proposal dengan sekurang-kurangnyva memuat :

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

¢. barang yang akan diterima,;
d. hasil yang diharapkan; dan

e. waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data
pendukung lainnyea.

Proposal usulan hibah sebagaimana d.inaksud
pada ayat (5) dan avat (7) harus ditandatangani
oleh Ketua atau Wakil Ketua dan/atau Sc<retaris
serta dibubuhi stermpel Badan, Lembega dan
Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutar..

Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) melakukan evaluasi wusulen dan
menyampaikan hasidnya berupa rekoraendasi
hibah kepada Walikota melalui TAPD Perrerirtah
Daerah.

Usulan hibah dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dievaluasi oleh OP. terkait
sebagai dasar pencantuman alokasi enggeran
dalam program kegiatan.

TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi dan usulan program kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {9} dan ayat (10}
sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Usulan hibah beserta kelergkapan
administratifnya yang sudah disampakan ke
Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh
pemohon.

Pasal 11

Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam rasa: 10
ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat
sebelum penyampaian rancangan KUA dan PPAS atau
paling lambat bulan Juni.

Pasal 12

Rekomendasi kepala OPD dan pertunbargan
TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(9) dan ayat (11} menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA
dan PPAS.



(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi anggarar. hibah
berupa uang dan barang.

Pasal 13

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalarr. R<A-
PPKD.

(2) Hibah berupa barang dicantumkan dalan R<£A-
SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebajpzaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) men:adi
dasar penganggaran hibah dalam APBL sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam k:lompok
belanja tidak langsung, jenis belanja hibai, obyek
belanja hibah dan rincian obyek belanja hicah
pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang dianggarkan dalam
kelompok belanja langsung yang diformlasikan
kedalam program dan kegiatan, yang d.uraikan
kedalam jenis belanja barang, obyek belanja hibah
barang dan rincian obyek belanja hibah barang
yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada OPD.

Pasal 15

(1) Pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang
ditetapkan dengan xeputusan Walikota, setelah
dianggarkan dalam APBD dan dijabarkar dalam
Peraturan Walikota mengenai penjabaran APBD.

(2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dimuat
dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD desngan mencantumkan daftar
nama penerima, alamat penerima dan oesaran
hibah.

(3} Format nama penerima, alamat penerma dan
besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum di dalam Lampiran [ Feraturan
Walikota ini.

Bagian ketiga
Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 16

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupe. uang
berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2} Pelaksanaan anggeran hibah berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD.



(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Pasal 17

Setiap pemberian hibah dalam bentuk uang
dituangkan dalam NPHD yang ditanciatangani
oleh Walikota atau Wakil Walikota dan tenerima
hibah.

Setiap pemberian hibah dalam bentul: barang
atau jasa dituangkan dalam NPHD dan
ditandatangani oleh Walikota atau Kepala OPD
yvang ditunjuk dan pznerima hibah,

Dalam hai pemberian hibah berupa uanz dengan
besarannya sampai dengan Rp. 50.000.00),- (lima
puluh juta rupiah), maka NPHD ditancatangani
oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dan Per.erima Hibah.

Dalam hal pemberian hibah berupa uan; dengan
besarannya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.C00,-
(seratus juta rupiah;, maka NPHD ditanc atangani
oleh Sekretaris Daerah dan Penerirma Hibah.

Dalam hal pemberian hibah berupa uan: dengan
besarannya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah), maka NPHD ditandatangani oleh Walikota
atau Wakil Walikota dan penerima hibah.

Kepala OPD terkait menyiapkan draf
NPHD yang telah diparalf untuk kemudian
dikoordinasikan ke Bagian Hukum Sekretariat
Daerah sebelum ditandatangani oleh Walikota
atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampal dengan ayat (4).

Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam NPHD.

Perjanjian hibah daerah sebagaimana c¢imalsud
pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya
memuat ketentuan mengenai :

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;

¢. besaran dan rincian penggunaan hibah vang
akan diterima;

d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

tata cara pelaporan hibah.

Pasal 18

NPHD sebagaimana dimaksud dalam J’asal 17
ayat (1), dibubuhi paraf Sekretaris Daerah,
Asisten Administrast Umum, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae-ah dan
Kepala Bagian Hukum, pada setiap lembar dan
pada kotak paraf hirarki pada lember tanda
tangan Walikota atau Wakil Walikoa dan
Penerima Hibah pada setiap lembar halaman
NPHD.



(2)

(4)

(9)

(6)

(7)

NPHD sebagaimana dimaksud dalam rasal 17
ayat (2), ditandatangani oleh Kepaa OPD,
dibubuhi paraf Sekretaris atau Kepala Bidang
pada OPD bersangkutan, Kepala Bagian Hukum,
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Feuangan
dan Aset Daerah pada setiap lembar can pada
kotak paraf hirarki pada lembar tanda tangan
Walikota atau Kepala OPD yang diturjuk dan
Penerima Hibah pada setiap lembar halaman
NPHD.

NPHD sebagaimana dimaksud dalam “asa. 17
ayat (3), dibubuhi paraf Kepala Bagian Hukum
dan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada
kotak paraf hirarki pada lembar tanda tangan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dan Penerima Hibah pada setia> lerabar
halaman NPHD.

NPHD sebagaimana dimaksud dalam 2asal 17
ayat (4}, dibubuhi paraf Asisten Adrinisirasi
Umum, Kepala Badan Pengelolaan Keuanzan dan
Aset Daerah dan Kepala Bagian Hukumn pada
kotak parafl hirarki pada lembar tanda tangan
Sekretaris Daerah dan Penerima Hibah pada
setiap lembar halaman NPHD.

Pasal 19

Walikota menetapkan Daftar Penerima Hibah
beserta besaran uang atau jenis barang yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Walikota
berdasarkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran APBD.

PPKD atau Kepala OPD menyusur. draft
Keputusan Walikota sebagaimana dimak:ad pada
ayat (1), serta mengkoordinasikannya dengan
Bagian Hukum Seckretariat Daerah sebelum
diparaf oleh Sekretaris Daerah untuk selanjutnya
ditandatangani oleh Walikota.

Daftar penerima hibah sebagaimana cimaksud
pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyeranan hibah.

Penyaluran/penyeraian hibah kepada jpznerima
hibah dilakukan setelah NPHD ditandatarigani.

Penerima hibah yang sedang mengalami konflik
internal atau mem:liki dualisme keperyrurusan
tidak dapat dilakukan pencairan hibah.

Pencairan hibah dalam bentuk uang diakukan
dengan mekanisme pembayaran langsuinig LS),
yaitu pemindahbukuan dari rekening Ka:; Dacrah
ke rekening penerima hibah.

Penyerahan  hibah  dalam  bentuk  barang
dilakukan dengan oenandatangan Beria Acara
serah terima barang atas pemberian hiba 1 berupa
barang.



Pasal 20

Mekanisme pencairan dana hibah sebiagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) adalah sebagai
berikut :

a. Kepala OPD terkait meny:.npaikan
pemberitahuan tertulis mengenaj besaran dana
yang dianggarkan dalam APBD;

b.  permintaan kepada penerima agar menyzmpaikan
syarat-syarat sebagai berikut ;

1. penyusunan rencana anggaran dar belanja
berdasarkan besaran dana yang disetujui
dengan mengacu kepada proposal;

permohonan pencairan dana hibah;
2. rekening bank penerima dana; dan

melampirkan fotokopi KTP
Ketua/ penanggungjawab; dan

C. calon penerima hibah yang akan mencair<an dana
hibah menyampaikan permohonan dan lampiran
serta informasi schagaimana dimaksud pada
huruf b kepada Walikota melalui OPD terait;

d. OPD terkait melakukan verifikasi terhadap
kesesuaian RAB dengan  proposal untuk
direkomendasikan pencairan kepada Walikota
melalui PPKD;

e. PPKD menerbitkan Surat Perintah Penceiran
Dana (SP2D) setelah persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf d lenjzzap dan
pemohon menandatangani Pakta Integrite ;

f. PPKD memberitahukan secara rtertulis kepada
OPD dan Inspektur rekapitulasi realisasi
pencairan dana bantuan hibah sebagaimana
dimaksud huruf e paling lambat setiap akhir
bulan setelah tanggal pencairan;

g. OPD terkait berdasarkan pemberitahiuan
sebagaimana dimaksud pada huruf f m:lakukan
monitoring atas pelaksanaan kegiatan ojenerima
hibah.

Pasal 21

Pengadaan barang dalam rangka hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedomran pada
peraturan perundang-uncangan.

Bagian Keempet
Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 22

(1) Penerima hibah berupa uang wajib menyzs mpaikan
laporan dan bukti pertanggungjawabar hibah
kepada Walikota melalui PPKD dengan selinannya



(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

disampaikan kepada OPD terkait.

Penerima nibah berupa barang menyaripaikan
laporan pertanggungjawaban hibah kepada
Walikota melalui kepala OPD terkait.

Pasal 23

PPKD menyampaikan daftar penerima
hibah yang belum menyampaikan laporan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) kepada OPD terka't peling
lambat 60 (enam puluh) hari sebeluin masa
kewajiban melapor berakhir, dan/atav sesual
dengan pelaksanaan kegiatan setelah dana hibah
disalurkan ke penerima dana hibah, untuk
ditindaklanjuti.

Tindak lanjut oleh OPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa :

a. menyampaikan pemberitahuan terrulis
pertama kepada penerima hiban untul: sezera
menyampaikan laporan pertangungjawaban
sesuail ketentuan peraturan yang berlazu,;

b. menyampaikan pemberitahuan tertulis
kedua 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pemberitahuan pertama sebegalrana
dimaksud pada huruf a disairpaikan,
dimana  penerima  dana hibah t.dak
menanggapinya cengan penyampaian laporan
pertanggungjawaban yang diminta;

¢. melaksanakan pengawasan penggunasn cana
hibah oleh peneriina dana hibah.

OPD memberitahlikan hasil tincaklanjut
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) kepaca PPKD
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya
jangka waktu penyampaian laporan
pertanggungjawaban.

Pasal 24

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan.

Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi
obyek belanja hibah pada jenis belanja barang
dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas
pemberian hibah meliputi :

a.

b.

usulan dari calon penerima hibah kepada
Walikota;

Keputusan Walikote tentang Penetapaa Daftar
Penerima Hibah;

NPHD;



(1)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pakta Integritas dari penerima hibal. yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa
uang atau berita acara serah terima barang atas
pemberian hibah berupa barang.

Pasal 26

Penerima hibah bertanggungjawab secari formal
dan material atas penggunaan hibeh yang
diterimanyae.

Pertanggungjawaban senerima hiban meliputi :

a. laporan pengguraan hibah oleh penerima
hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawa: yvang
menyatakan bahwa hibah yang diteriima telah
digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesual peraturan perundang-undangsn dagi
penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang bagi peneriraa hibah
berupa barang.

Laporan scbagaimana dimaksud pada eyat (2)
huruf a, paling sedikit memuat hal-hal sebagai
berikut :

a. pendahuluan;

b. realisasi pemanfaatan hibah dan hasilrya;
c. foto dokumentasi penggunaan hibah; den
d. penutup.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada
Walikota paling lamkat tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢, yang asli disimpen dan
dipergunakan oleh penerima hibah selalu obyek
pemeriksaan.

Pasal 27

Dalam hal penerima hibah tidak menyarnpaikan
laporan pertanggungjawaban sampal dengan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Fasal
26 ayat (4), Kepala OPD memberikan peringatan
tertulis kepada yang bersangkutan yanz berisi
agar penerima hibah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban.

Apabila dalam 14 (ernpat belas) hari sejak targgal
surat peringatan tertulis pertama, peneritra hibah
tetap tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban yang diminta, maka Kepala



(3)

(5)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

OPD menvampaikan peringatan tertulis kedua
kepada penerima hibah.

Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejalk tanggal
surat peringatan tertulis yang kedua, penerima
hibah tetap tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban yang diminta, maka Walikota
mengenakan sanksl berupa menetapka yang
bersangkutan ke dalam daftar hitam, sebagai
pihak yang tidak Doleh diberikan hikeh »>leh
Pemerintah Daerah antuk jangka waktu 3 (:iga)
tahun berikutnya.

OPD terkait merekomendasikan lembaza atau
organisasi yang akan ditetapkan dalari1 daftar
hitam kepada Walikota.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksiad pada
ayat (1) dan ayat (2}, serta penetapan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaripaikan
kepada penerima h:bah atau alamat penerima
hibah, baik secara langsung (kurir) atau melalui

pos.

Walikota dapat memerintahkan Aparat Fengawas
Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan
pemeriksaan terhadap penerima hibah yang tidak
menyampatkan laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ay.at (4).

Dalam hal adanya dugaan atau ia3forrnasi
penyalahgunaan hibah atau penerima hitah tidak
menyampaikan pertanggungjawaban setzlah
dilakukan peringatan tertulis sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} maka
Walikota dapat meminta dilakukan aucit >leh
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Penerima Hibah wajib memenuhi perminte an audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
meliputi antara lain kesesuaian penggunean cana
hibah dengan NPHD dan proposal pertcohonan
hibah serta bukti per:anggungjawaban.

Hasil audit sebagairrana dimaksud pada aya: (7)
disampaikan kepada Walikota paling lanbat 90
(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejalc tanggal
permintaan audit oleh Walikota.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
menjadi bahan pertimbangan bagi Pemnerintah
Daerah untuk tidak memberikan bantuan kepada
penerima hibah.

Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya
dugaan penyalahgunaan dana hibah, maka
Walikota melalui  Inspektur menindaklanjuti
kepada pihak yang berwenang sesuai kstentuan
peraturan perundang-undangan.

Kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat
{7) tidak berlaku bagi penerima hibah berupa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnye..



Pasal 28

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dapat
melakukan veriikasi atas laporan
pertanggungjawaban penggunaan hibal, guna
mevalidasi bahwa penggunaan hibah sudsh sesuai
dengan peruntukannya  sebagaiman:s  yang
tercantum dalam NPHD atau proposal perirohcnan
hibah yang sudah dilengkapi dengaa bukt
pertanggungjawaban.

(2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebegair.ana
dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya
penggunaan dana yang tidak sesuai derngan
peruntukannya, maka hasil verifikasi tersebut
dilimpahkan kepada Aparat Pengawasa Intern
Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 29

(1) Realisasi hibah d.cantumkan pada laporan
keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2} Hibah berupa baraag yang belum discrahkan
kepada penerima hibah sampai dengen akhir
tahun anggaran be-kenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Pasal 30

(1) Realisasi hibah be-upa barang dikorversikan
sesuai standar akuntansi pemerintahén pada
laporan realisasi anggaran dan diungkaplan pada
catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keunangan Pemerintah Daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa
barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
didalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Bagian Keempat
Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD

Pasal 31

{1} Pemerintah Daerah menyalurkan hibah DAK Non
Fisik BOP PAUD yang bersumber dari daza APBN
sesual petunjuk teknis yang ditetapken oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada :
a. Satuan PAUD vyang diselenggarakan oleh
masyarakat; dan

b. Satuan Pendid:kan Non  Formal vang
diselenggarakan cleh masyarakat.



(3)

(4)

(4)

(5)

(6)

(7)

Hibah kepada Satuan PAUD atau Satuan
Pendidikan Non Formal sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) adalal. Satuan PAUD atal. Satuan
Pendidikan Non Formal dengan peserta d:clik vang
tercatat dalam data pokok pendidikan dapodik)
PAUD dan Dikmas perbulan Desembe- Tahun
Anggaran sebelumnya.

Hibah kepada Satuan PAUD dan Satuan
Pendidikan Non Formal sebagaimana cimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b  berikan
setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki Nomor Pokok Satuan Perdidikan
Nasional {(NPSP);

b. memiliki peserta didik minimal 12 {dua belas)
orang yang terdaftar dalam date. pokok
pendidikan (Daosodik) Ditjer: PAUD dan
Dikmas;

¢. memiliki rekening atas nama Satuan PAUD
/Satuan Pendidikan Non Formal; dan

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP).
Pasal 32

Usulan hibah BOP PAUD merupakan usulan hibah
dalam bentuk uang yang disampaikan kepada
Walikota melalui Dinas Pendidikan dalam -angkap
2 (dua) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administrasi pengajuan hibah.

Kepala Dinas Pendid kan melakukan evaliasi dan
verifikasi atas jumlah dan kesesuaian persyaratan
usulan dan menyampaikan hasilnya berupa
rekomendasi hibah kepada Walikota melalai TAPD
Pemerintah Daerah sesual pagu anggaran vang
tersedia.

Pemberian hibah BOP PAUD ditetapkar dengan
Keputusan Walikota, setelah dianggarkan i dalam
APBD dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota
Batam mernigenal pen abaran APBD.

Mekanisme pencairan dana hibah DAK MNon Fisik
BOP PAUD dilaksanakan sesuai petunjuk teknis
pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD vang
ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidiken  dan
Kebudayaan.

Penerima hibah DAK Non Fisik BOZ PAUD
menyampaikan laporan dan pertanggun;; awaban
sesual dengan peturjuk teknis pelaksanian DAK
Non Fisik BOP PAUL dari Menteri Pendidi<an dan
Kebudayaan yang berlaku.

Hibah kepada BOP PAUD harus dituangkin dalam
NPHD sesuai ketentuan Peraturan Walikote. ini.

Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap
kesesuaian RAB  dengan  proposal uatuk
direkomendasikan pencairan kepada Walikota
melalui PPKD.



(9)

(1)

(2)

(3)

Penerima hibah BOF PAUD wajib menyarapa kan
laporan dan bukti pertanggungjawabai h.bah
kepada Walikota melalui PPKD dengan salinannya
disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) disampaikan kepada Walikota paling
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun aaggaran
berikutnya.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Jmum

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
sosial kepada anggota/kelompok mesyarakat
sesuai kemampuan keuangan daerzh.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimalisud
pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan
pemenuhan  belanja urusan wajib  dergan
memperhatikan asas keadilar, ke patutan,
rasionalitas dan man aat untuk masyaraka..

Pemberian bantuan sosial ditetapkan dengan
Keputusan Walikota, setelah dianggarkan didalam
APBD.

Fasal 34

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana cimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) maliputi :

a.

(1)

individu, keluarga dan/atau kelompok mesyarakat
yang mengalami keadaan yang tidak stabil setagai
akibat dari krisis sos:al, ekonomi, politik, tencana,
fenomena alam, atau tidak mamptl. secara
ekonomi  yang cibuktikan dengan = Surat
Keterangar: Tidak Mampu (SKTM) dari Lur-ah, agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minim im; dan

lembaga ron pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaarn, dan bidang lain yang berperaa untuk
melindung: individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemnungkinan terjadinya resiko
sosial.

Pasal 35
Pemberian bantuan sosial sebagaimana cimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) memenuhi kriteria
a. selektif;
b. memenuhi persyecratan penerima bant.Jan,

c. bersifat sementa-a dan tidak terus menerus,
kecuali dalam keadaan tertenti. dapat
berkelanjutan; dan



(2)

(4)

(5)

()

d. sesuai tujuan penggunaan yang diilyatakan
secara jelas/eksplisit.

Kriteria selektif seba;aimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diartikan bahwa bantuan sos &l hanya
diberikan kepada calon penerima yang citujukan
untuk melindungi da-i kemungkinan resikc sosial.

Kriteria persyaratan penerima Dantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas;
b. berdomisili di daerah;

¢c. merupzakan penduduk Batam, apabila
penerima bantuan sosial adalah individuy,
keluarga dan/atau masyarakat;

d. terdaftar pada instansi berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-uidangan,
dalam hal penerima bantuan acdalah organ.sasi
non pemerintah,

e. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) dari Lurah berdasarkan hasil verifikasi
di lapangan bersama Ketua RT dan Ketua RW
yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam
hal perierima bantuan sosial adalah iadividu,
keluarga dan/atau masyarakat yanz tidak
mampu secara ekonomi;

f. Tidak masuk delam daftar hitam »enerima
bantuan sosial.

Kriteria bersifat sementara dan tidak tzrus
menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diartikan bal wa pemberian bantuzn sosial
tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun
anggaran.

Keadaan tertentu. dapat berkelanjuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c
diartikan bahwa bantuan sosial dapat d.berikan
setiap tahun anggaran sampal penerima bantuan
telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesual tujuan penggunaan sebegaimana
dimaksud pada ayanr (1) huruf d bahwa tuuan
pemberian bantuan sosial meliputi

a. rehabil:tasi sosial;

b. perlindungan sos:al;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan

™ (T

penanggulangan bencana.



(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 36

Rehabilitasi sosial scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (6) huruf a ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mer.galami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnva secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (6} huruf b ditujukan untuk
mencegah dan menangani resiko dari guncangan
dan kerentanan sosial seseorang, <zlucrga,
kelompok masyarakat agar kelar gsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai  dengan
kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (6) huruf ¢ ditujuken untuk
menjadikarn seseorang atau kelompok mesyarakat
yang mengalami masalah sosial mempun/ai daya,
sehingga mampu merenuhi kebutuhan desarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 avat (6) huruf d merupakan skeraa yang
melembaga untuk renjamin penerima bantuan
agar dapat memenuli kebutuhan dasar h dupnya
yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebe gaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakar, program, dan kegiatan vang
dilakukan terhadap orang, keluarga, lelompok
masyaraka. vang tidak mempunysi atau
mempunyal sumber mata pencaharian den t:dak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (6) huruf { merupeskan
serangkaian upaya yang dityjukan untuk
rehabilitasi.

Fasal 37

Bantuan sosial dapszt berupa uang atau barang
yang diterima langsung oleh penerima bantuan
sosial.

Bantuan sosial Lerupa uang sebegaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah wuang yang
diberikan secara langsung kepada penerim.a seperti
beasiswa bagi anak miskin, yayasan jpzngelola
yatim piata, nelayan miskin, measyarakiat lanjut
usia, terlantar, cacat berat can tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yarg tidak
mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebegaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah baraasg vang
diberikan secara langsung kepada -enerima
bantuan sosial.



(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 38

Anggota/kelompok masyarakat menyarapaikan
usulan bar:tuan sosial berupa uang secara tertulis
dalam rangkap 2 (daa) kepada Walikote melalui
Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Usulan bantuan sosial yang berasal dari .embaga
non pemerintahan harus berbentuk propcsal dan
ditandatangani oleh Ketua atau Wakl]l Kzstua
dan/atau Sekretaris serta dibubuhi stempel
lembaga non pemerintahan yang bersangk. .tan.

Usulan bantuan sosizal yang berasal dari individu,
keluarga dan/atau masyarakat s=kurang-
kurangnya memuat alasan permohonan, tu uan
penggunaan dana dan waktu
pelaksanaan/pengguilaan dana serta cilampiri
dengan data pendukung terkait.

Proposal bantuan sosial sebagaimana c¢imaksud
pada ayat {2) sekurang-kurangnya memo.at iatar
belakang, maksud dan tujuan, haul vang
diharapkan, rencana penggunaan bantuen scsial,
dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan
data pendukung terkait.

Usulan  bantuan sosial atau proposa. usulan
bantuan sosial beserta kele ngkapan
administratifinya yang sudah disampaigan ke
Pemerintal: Daerah menjadi milik Perierintah
Daerah den tidak dapat diminta kembali oleh
pemohon.

Selain memenuhi ketentuan kriteria seb:azaimana
dimaksud Pasal 35 ayat (1), calon cenerima
bantuan sosial harus memenuhi kelengkapan
administratif, dengan rincian sebagai beritoat :

a. Untuk individu, keluarga dan/atau lk:zlompok
masyarakat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Fotokopi Kartu Keluarga,;

3. Surat Keterangan Tempat Tinggal oleh
RT/RW seterapat; dan

4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

b. Khusus untuk zantuan sosial indivilu yang
digunakan untuk beasiswa dan bantuan
pendidikan, harus memenuhi/ melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

1. Salinan sah rapor /KHS;
2. Fotokopi kartu pelajar/mahasiswa

3. Surat keterangan sedang dalara masa
pendidikan cari sekolah / kampus;

4. Salinan sah KTP dan/atau KK orang tua;



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

S. Surat Keteraagan Domisili dari kel arahan;
6. Surat Keteraagan Tidak Mampu; clan
7. Pas photo pemohon bantuan.

c. Untuk lembaga non Pemerintah adalat. :

1. fotokopi Akte atau bukti
pendirian/pembentukan  lembagza non
pemerintah  yang telah mendapatkan
pengesahan instansi/pihak vang
berwenang atau telah didaftarkan kepada
instansi yang berwenang;

fotokopi NPWP;
surat keterar.gan domisili; dan

rericana dan gambar bangunén serta
sertifikat tanah dan/atau bukti
kepemilikan dan/atau sewa tarah atau
buxkti kontrak gedung dan/atau bangunan
dalam hal bantuan sosial beruza uang
yang akan digunakan untuk
pembangunan fisik.

Bagian Umum Sekretariat Daerah meaktkan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan
administrasi pengajuan usulan bantuar sosial
sebagaimana dimaksud pada avat (6 untuk
diteruskan kepada Walikota.

Apabila hasil semeriksaan keler.gkapan
persyaratan adminisirasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap Bagian
Umum  Sekretariat Daerah  mengertrbalikan
proposal dengan surat tertulis paling lambeat 7
(tujuh) hari kerja -erhitung sejak diterimenya
proposal sebagaimana format surat terlamoir.

Walikota mendispos.sikan usulan sebagaimrana
dimaksud ayat (1} kepada OPD terkai: sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
dilakukan evaluasi dan klarifikasi.

Kepala OPD terkait melakukan evaluasi dan
klarifikasi atas wusulan sebagaimana dinaksud
pada ayat (9}, serta menyampaikan hasinya
berupa rekomendasi kepada Walikota melalul
TAPD Pemerintah Daerah.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekcinendasi
sebagaimaria dimaksud pada ayat {10 sesuail
dengan prioritas dan kemampuan Kkeuar.gan
daerah.

Pasal 39

Usulan bantuan sosial scbagaimana dimaksuc dalam
Pasal 38 ayat (i) disampaikan kepada Walikora paling
lambat sebelum penyampaian rancangan KUA dan
PPAS atau paling lambat tulan Juni.



(1)

(2)

(2)

(3)

(5)

FPasal 40

Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangen TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10)
dan ayat (11) menjaci dasar pencantuman alokasi
anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA
dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebzgaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
bantuan scsial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 41

Bantuan sosial berupa uang dicantumken dalam
RKA-PPKD

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam
RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana cimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjaci dasar
penganggaran bantuan sosial dalam APBIL) sesual
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Bantuan sosial terupa uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja bantuan sosial, obyek belanja Hanrtuan
sosial, dar rincian obyek belanja bantuan sosial
pada PPKD.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diaaggarkan
dalam  kelompok  belanja  langsung  vang
diformulas:kan kedalam program dan keglatan,
yang diuraikan kecalam jenis belanja barang,
obyek belanja bantuan sosial barang b:rkenaan
yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja
bantuan sosial barang yang akan dissrahkan
pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.

Dalam rincian obyek belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicartumkan
nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Walikota mencantumkan daftar rama penerima,
alamat penerima dan besaran bantuen sosial
dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang
Penjabarar APBD.

Format nama penerima, alamat penerina dan
besaran bantuan sosial sebagaimana <imaksud
pada ayat (4) tercentum didalara Lampiran III
Peraturan Walikota ini.



Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 43

(1} Pelaksanaan anggaran bantuan sosial ber.ipa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD.

(¢) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa
barang berdasarkan atas DPA-SKPD,

Pasal 44

(1) Walikota menetapkan daftar penerima dar: besaran
bantuan sosial dengan  Keputusan Walikota
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Walikota tentang penjabaran AFBD.

(2) Penyalurar. /penyerahan bantuan sosial
didasarkan pada Da:tar Penerima Bantuan Sosial
yang tercantum calam Keputusan Walikota
sebagaimana dimaks:zd pada ayat (1).

(3) PPKD atau Kepala OPD menyusun draft Kisutusan
Walikota sebagaimana dimaksud pada ay«r (2} dan
mengkoordinasikannyva dengan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah <{ota Batam sebelum diparaf
oleh  Sekretaris Daerah untuk selenjutnya
ditandatangani oleh Walikota.

{4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan
dengan cara pembayaran langsung (Li3), yaitu
pemindahbukuan deri rekening Kas Dacrah ke
rekening penerima bentuan sosial.

Fasal 45

Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (¢ adalah
sebagai berikut :

a. OPD terkait menyampaikan informasi kepada
calon penerima dana bantuan sosia bahwa
permohonannya telah dianggarkan dalam APBD
beserta besaran dana yang akar diterina oleh
pemohon dan penjelasan tentang teta cara
pengajuan pencairan dana bantuan sosial;

b. berdasarkan informesi yang diberikan clzh OPD
pemberi rekomendasi dana bantuan sosicl, calon
penerima dana bantuan sosial harus me:agajukan
surat permohonan pencairan dana kepada
Walikota melalul Badan Pengelolaan Keuaiigan dan
Aset Daerah dengan melampirkan rencana
penggunaan dana yang telah diarggarkan,
mengacu  kepada  usulan atau proposal
permohonan awal, re<ening bank heserta asli surat
pemberitat uan oleh OPD terkait;

c. Dalam hal calon penerima dana bantuai sosial
belum melampirkan rekening bank pada saat
pengajuan permohonan dana bantuar scsial,
maka permohonan pancairan dana bantuan sosial



sebagaimana dimaksud pada huruf b ®asal ini,
wajib dilampiri nomor rekening, vang
bersangkutan.

d. OPD melakukan verifikasi terhadap kesesvaian
RAB dengan proposal untuk direkomendasikan
pencairan pada Walikota melalui PPKD;

e¢.  PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencai-an Dana
(SP2D) setelah persyaratan sebagaimana «:maksud
pada huruf b lengkap dan pemohon
menandatangani Pakta Integritas;

f.  PPKD memberitahukan secara tertulis kepada OPD
dan Inspektur rekapitulasi realisasi pencairan
dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf
e paling lambat setiap akhir bulan setelay tanggal
pencairan.

Pasal 46

Pengadaan barang dalam rangka bantuar sosial
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 cyat (2)
berpedoman pada peraturan perundang-undar gan.

Bagian keempsat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

(1) Penerima bantuan sosial berupa uanz wajib
menyampaikan laporan penggunaan “aniuan
sosial kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan OPD terkait.

(2) Penerima  bantuan sosial berupa  barang
menyampaikan laporan penggunaan Dbantuan
sosial kepada Waikota melalui kepadla OPD
terkait.

Pasal 48

(1) PPKD menyampaikan daftar penerima bantuan
sosial yang belum menyampaikan laporan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
Pasal 47 ayat (1) kepada OPD terkat paling
lambat 60 (enam puluh) hari can/ata. sesuai
dengan pelaksanaan kegiatan setelah dana
bantuan sosial disalurkan ke peneriria dana
bantuan sosial, untuk ditindaklanjuti.

(2) Tindak lanjut oleh OPD sebagaimana cimaksud
pada ayat (1), berupa :

a. menyampaikan pemberitahuan ter:ulis
pertamma kepada penerima bantuari sosial
untuk  segera menyampaikan laporan
pertangungjawaban sesual ketentuan
peraturan yang berlaku;



b. menyampaikan pemberitahuan tertul's kedua
30 ({tiga puiluh) hari sejak tanggal
pemberitahuan pertama sebagzaimana
dimaksud pada huruf a disampaikar, dimana
penerima dara bantuan sosiel tidak
menanggapinya dengan penyampaian laporan
pertanggungjawaban yang diminta;

¢. melaksanakan pengawasan psnggunian dana
bantuan sosial oleh penerima dana »an:uan

sosial.

(3) OPD memberitahukan hasil tindaklanjut
sebagaimsna dimaksud pada avat (1) kepada
PPKD paling lambat?7 (tujuh) hari sebelum
berakhirnva jangka waktu penyampaiar laporan
pertanggungjawaban.

Pasal 49

(I) Bantuan sosial berupa uang dicatat setagai
realisasi jenis belan a bantuan sosial paja PPKD
dalam tahan anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai
realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis
belanja barang dalamn program dan kegiatan pada
OPD terkait.

Fasal 50
Pertanggungjawaban Femerintah Daerah atas

pemberian bantuan sosial meliputi :

a.

(2)

usulan/permintaan tertulis atau propcsal dari
calon penerima bantuan sosial kepade Kepala
Daerah;

Keputusan Walikota tentang penetapas daftar
penerima bantuan sosial;

pakta integritas dari penerima bantuan sosial
yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digur.akan sesuai dengan usulan;
dan

bukti transfer/penycrahan uang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang atzu bukti serah
terima barang atas pemberian bantuar. sosial
berupa barang.

Pasal 51

Penerima bantuan sosial bertangguigiawab
secara formal dan material atzs penggur.aan
bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuai1 sosial
meliputi :

a. laporen penggunaan bantuan sosial oleh
penerima bantuan sosial;



(4)

(7)

(1)

b. surat pernyataan tanggungjawakb  yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima telah digunakan sesuai dengan
usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan
sah sesuai peraturan perundang-indangan
bagi penerima bantuan sosial beripa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagi
penerima bantuan sosial berupa bareng.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a oleh lembaga non pemerintah, paling
sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

a. pendeshuluan;

b. realisasi pemanfaatan bantuan sosial dan
hasilr.ya;

c. foto dokumentasi penggunaan bhantuan
sosial; dan

d. penutup.

Laporan penggunaan bantuan sosial oleh
individu, keluarga dan/atau Lelompok
masyarakat disustn dalam format laporan
sederhana  yang menjelaskan  pergguriaan
bantuan sasial dan fotokopi bukti pendulcangnya,
sepertli kw:tansi pembayaran.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksad pada
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada
Walikota paling lamboat 6 (enam) bulan 1erhitung
sejak tanggal diterimanya bantuan sosial.

Dalam nal penyerahan bantuan sosial
dilakukan setelah bulan Jun: pade tahun
anggaran bersangkutan, maka penyempaian
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksid pada
ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada
Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaks«ud pada
ayat (2) huruf c vyang asli, disimpen dan
dipergunakan oleh penerima bDantuan sosial
selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 52

Dalam hal penerima bantuan sosicl tidak
menyampaikan  laporan  pertaaggungjawaban
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum
berakhir jangka waktu sebagaimana dinaksud
pada Pasal 51 ayat (5) dan/atau ayat (6), ¥/alikota
memberikaen peringatan tertulis kepacda yang
bersangkuian yang berisi agar penerima
bantuan sosial menyampaikan laporan
pertanggurngjawaban.



(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(10)

Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejakk tanggal
surat teguran tertulis pertama, penerima bantuan
sosial tetap tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban yang  diminta, maka
Walikota menyampaikan peringatan tertu is kedua
kepada penerima bantuan sosial.

Apabila setelah 14 (empat belas) hari seja¢< tanggal
surat teguran tertulis yang kedua, jpznerima
bantuan sosial tetap tidak menyarmmpaikar laporan
pertanggungjawaban  yang  diminta, maka
Walikota rengenakan sanksi berupa menztapkan
yang bersangkutan ke dalam daftar hitein p.hak
yang tidak boleh d berikan bantuan scsial dari
Pemerintan Daerah untuk jangka wakti. 3 (tiga)
tahun berikutnya.

OPD terkait merekomendasikan lembega atau
organisasi yang dimasukkan dalam daftar h.tam
kepada Wealikota

Peringatar tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat {2), serta penetapan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disarnpa.kan
kepada penerima beéntuan sosial atau ks alemat
penerima bantuan sosial, baik secara angsung
{kurir) ata'a melalui pos.

Walikota dapat memerintahkan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIPI untuk
melakukan pemeriksaan terhadap enerima
bantuan sosial yang tidak menyampaikar: laporan
pertangguagjawaban sebagaimana dimak:ad pada
Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6).

Dalam hal adanya dugaan atau informasi
penyalahgunaan bantuan sosial atau “>enerima
bantuan sosial tidak menyempaikan
pertanggungjawaban setelah dilakukan peringatan
tertulis  sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
maka Wa:ikota dapat meminta dilakukan eudit
oleh Aparat Pengawssan Intern Pemerintah (APIP).

Penerima bantuan sosial wajib  memenuhi
permintaan audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (7).

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana
bantuan sosial dengan proposal permnochonan
bantuan sosial.

Hasil audit sebagaimana dimaksud padz ayet (7)
disampaikan kepada Walikota paling lemnbat 90
(sembilan puluh) hari kerja terhitunz sejak
tanggal permintaan audit oleh Walikota.

Hasil aud:t sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
menjadi vahan pe-timbangan bagi Pernerintah
Daerah untuk tidak memberikan bantuar. keoada
penerima bantuan soasial.



(12)

(1)

(3)

(1)

(1)

(1)

Dalam hal hasil cudit menyimpulkan adanya
dugaan penyalahgunaan dana bantuai scsial,
maka Wal:kota melalui Inspektur meninde kla:juti
kepada pihak yang berwenang sesuai keten:uan
peraturan perundanz-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Walikota dapat melekukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawabar. penggunaan bantusi scsial,
guna mernvalidasi bahwa penggunaan »an:uan
sosial sudah sesuai dengan usulan Jan:uan
sosial.

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana <¢imaksud
pada ayat (1) dilakulian oleh OPD terkait.

Apabila berdasarkarn hasil verifikasi sebeagaimana
dimaksud ayat (1), ditemukan adanya
penggunaan dana yang tidak sesual dengan
usulan bantuan scsial, maka hasil verifikasi
tersebut dilimpahkan kepada Aparat Per gawasan
Intern Pemerintah (APIP) untuk ditindeklanjuti
sesual der.gan ketentuan peraturan yang berleku.

Pasal 54

Realisasi bantuan sosial dicantumken pada
laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang yang belum
diserahkan kepada penerima bantuar sosial
sampai dengan akhr tahun anggaran b:rkenaan
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 55

Realisasi bantuar.  sosial berupa  barang
dikonversikan sesual standar ¢ luntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran
dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan lzuangan
Pemerintah Kota.

Format Lkonversi dan pengungkapan bantuan
sosial berupa barang sebagaimana . maxsud
pada ayat (1) tercantum didalam Larapiren [
Peraturan Walikota ni.

BAB V
MONITORING DAN EVVALUASI

Pasal 56

OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi
atas pemberian hibzh dan bantuan sosia .



(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) disampaikar kepada
Walikota dengan tembusan kepada mnspektur
meliputi kesesuaian proposal, RAB dengzsn SFJ.

IPasal 57

Dalam hal hasil monitor ng dan evaluasi sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) terdapat penggunaan
hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuei dengan
usulan yang telah disetujui, penerima hitah dan
bantuan sosial yang bersangkutan dikenaksn sanksi
sesual dengan veraturan perundang-undangar

BAB VI
PUBLIKASI

Pasal 58

Hibah atau Bantuan sosial yang diberik:an oleh
Pemerintah Dacrah dipublikasikan kepada masyarakat
melalui mecdia elektronik dan/atau media
cetak/websites oleh Dinas Komunikasi dan In ormatika
Kota Batam.

Pasal 59

(1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial yang mas.k dalam
daftar hitam Pemerintah Daerah, vang ticak boleh
diberikan  hibah/bantuan sosial sebazaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasa. 52 ayat
(3) dipublikasikan/diumumkan melalui weosite
Pemerintah Daerah.

(2) PPKD atau OPD terkait menyampaikan lwctetapan
daftar hitarn sebagairmana dimaksud padea ayst (1)
kepada Kepala Dinas Komunikasi dan In‘ormatika
Kota Batam untuk dipublikasikan.

3AB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Usulan hitah atau bantuan sosial yaag tidak
mengikuti ketentuan sebagaimana  diatur dalam
Peraturan Walikota ini tidak dapat diproses
permohonannya.

Pasal 61

(1) Dalam hal usulan hibah atau bantu:aa sosial
tidak disctujui untak dianggarkan dalam APBD,
maka Kepala OPD menyampaikan surat
pemberitahuan perolakan penganggaran usulan
tersebut kepada pemohon hibah atau bantuan
soslal vang menyampaikan usulan.



{2) Pemberitahuan penolakan tersebut disarapaikan
paling lambat 30 {tiga puluh) hari terhitung sejak
diundangkannya Peraturan Daerah tentang
APBD.

Pasal 62

Penerima hibah atau bantuan sosial dilarang
mengalihkan hibah atau bantuan sosia. yang Jditerima
kepada pihak lain.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

P:asal 63

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka
ketentuan-ketentuan tentang Hibah dan Bantuan
sosial sebagairnana diatur dalam Perazuran ‘Walikota
Batam Nomor 56 Tahun 2012 tenteng Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibaa dan
Bantuan Sosial serta seluruh ketentuan
pelaksanaanya dicabut dan dinyatakan tidak berlax<u.

Pusal 64

Peraturan Waiikota ini mulai berlaku. pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap crang mergetahuinya, memerirtahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bazam.

Ditetapkan di Batam
peda tanggal 99 MAREYT 2017

WALIKOTA BATANMI
’—————
A
-
MUHAMMWMAD RULI

S——

Diunda 1gkan di Batam
pada targgal 29 MAL 2017

SEKRETARIS DAERAH

“EFRIDIN

BIZRITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 53



NOMOR

LAMPIRAN [ : PERATURAN WALIKOTA EATAM
. 7 TAHUN 2017

TANGGAL : QQRA;{Lq 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMILAH (Rp)
1 ) 2 3 1
1.
2. ] ) |
3. ) T
= _ _
o _

MUHA

—-—

AD RULI




E. KONVERSI HIBAF

BARANG SERTA BANTUAN SOSIAL

BERLPA

BARANG/JASA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH

DA ZRAH
[ No  Uralan' - Gabungan .
1___ _Pendajatan | | Pendapatan _
| 2 Pendaatan Asli Daerah | Fendapatan Asli Daerah B
3 Pen lapatan pajak daerah XXX ] |___Pendapatan pajak <aerah _ XX
4 Pen lapatan retribusi daerah X ] t___Pendapatan retribusi daerah _ XX
5 Has il pengelolaan kekayaarn XX Hasil pengelolaan kekayaan xx
: dae ‘ah yang dipisahkan | | _daerah yvang dipisahkan -
6 Lait -lain PAD yang sah x| | _Lain-lain PAD vang sah _ XX
7___Jumlad Pendapatan Ashi Daerah XXX | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | X
3 _Dana ermnbangan XXX | Lrana transfer XX
9 . Lain-l.un pendapatan yang sah XXX ] t [ain-lain pendapatan vang sah e
10 '__ Jumnlah pendapatan XXX | Jumluh pendapatan _ TIXX
~11  Beianja | _Eelanja _ o
12 Belariia Tidak Langsung xxx | tielanja Operasi _ wx
. 12.1 _ Belanja Pegawai XX T Belanja Pegawai _ XX
12.3 . Bunja XXX ] _Belanja Barang B XX
124, Subsidi XXx | _ _
12,57 Hibaa xx ] _Bunga _ o
12,6 Bantaan Sosial XXX ] ~Subsidi L REX
13 Belatia Langsung N XX | Hibah o XK
_____Bela1 a pegawal XXX ~ Bantuan Sosial | exx
Belan a Burang XXX Belanja Modal XX
1}Hi1b ah barang/jasa yang XX —
disa rahkan  kepada  pihak
ker ga/masyarakat
2)Ba tuan sosial barang yang XX
diss rahkan  kepada  pihak
. ke ga/masyarakat
i 3)Baang selain 1) dan 2] xx  — I _ o
| Belw a modal XXX — L _ ~
14 Jumiah belanja Xxx_ | - Jumlah belanja §XX
15 ____Surplus / defisit XXX | Surplus ; defisit L xxx
10 _ | Pemb ayaan daerah ] | Pembiayaan dacrah ~
17 | Pener rmaan pembiayaan XXX | t I’enerimaan pembiayaan _ XX
18 Pengtluwan pembiayaan xxx _ —— “engeluaran pembiayaan _ XXX
19 ; Pembiayaan neto XXX L Pembiayazn neto X
20 | Sisa | :bih pembiayaan tahun XXX i 3isa lebih pembiayaar: tahun XXX
| berke: 1aan (SILPA) _J |_»erkenaan (SILPA} B
WALIKOTA 3ATAM
o p—————

MUHA AD RUD.



LAMPIRAN IIi : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : I7 TAHUN 2017
TANGGAL : 98 MARET 2007

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

T

N AMA PENERIMA ALAMAT PENLRIMA JUMLAEI (Rp)

2 3 4

WALIKOTA BATAM
C e

MUHAMMAD RUDI



